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Abstrak 

 

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa. Anak ialah variabel memiliki peran 

serta dalam menentukan arah kemajuan bangsa. Pemberian fasilitas, pemantauan, dan perlindungan 

diperlukan agar potensi yang dimiliki anak dapat diaplikasikan secara optimal dan bermanfaat baik 

dirinya maupun orang lain. Anak binaan merupakan anak yang berumur 14 (empat belas) tahun, 

tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang sedang menjalani pidana di Lembaga Pembinaan 

Khusus Anak. Anak binaan memiliki salah satu hak khusus yaitu hak asimilasi. Istilah asimilasi baru 

sering didengar masyarakat pada masa pandemi covid 19. Namun sebenarnya hak asimilasi telah di 

atur sebelum masa pandemi. Terdapat juga stigma yang begitu kuat mengenai kekejaman di dalam 

penjara yang seolah menutupi berita pemenuhan hak-hak narapidana. Penelitian ini meneliti 

implementasi hak asimilasi di LPKA Kelas II Karangasem dan faktor penghambat yang dihadapi. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan sosiologi 

hukum dan undang-undang. Jenis data yang digunakan yaitu data primer yang diperoleh dengan 

teknik wawancara dan observasi, dan data skunder yang diperoleh dari studi kepustakaan. Hak 

asimilasi bagi Anak binaan di LPKA Kelas II Karangasem di samping dilaksanakan dengan 

pemberian asimilasi rumah pada masa pandemi covid 19, juga telah diimplementasikan dalam bentuk 

kegiatan pendidikan di SKB Karangasem, kegiatan rekreasi di luar LPKA, kegiatan keterampilan 

budidaya ikan nila dan program ngayah ceria. Adapun factor penghambat dalam implementasi hak 

asimilasi bagi anak binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak melibatkan faktor anak binaan, 

petugas pemasyarakatan, dan masyarakat. \ 

Kata Kunci: asimilasi, anak binaan, LPKA 

 

 

A. Pendahuluan 

Anak merupakan insan lugu yang mempunyai kemampuan untuk menyerap pola 

perilaku lingkungannya. Rosidah (2019: 1) menyebutkan bahwa: “Anak adalah amanah dan 

karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai 

manusia seutuhnya”. Sebagai insan yang memiliki berbagai potensi, anak ialah variabel 

memiliki peran serta dalam menentukan arah kemajuan bangsa. Pemberian fasilitas, 
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pemantauan, dan perlindungan diperlukan agar potensi yang dimiliki anak dapat diaplikasikan 

secara optimal dan bermanfaat baik dirinya maupun orang lain. Cara yang ditempuh seorang 

anak dalam melakoni kehidupannya ditentukan oleh perpaduan dari faktor pola asuh keluarga, 

lingkungan masyarakat, dan pendidikan. Ketiga faktor tersebut memberikan fondasi kepada 

anak mengenai nilai religious, etika, logika, keterampilan, dan cara memandang kehidupan. 

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan 

bahwa: “Perlindungan Anak adalah kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak- 

haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai 

dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan 

diskriminasi”. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, 

dan dipenuhi oleh orang tua, anggota keluarga, lingkungan masyarakat, dan peran aktif 

pemerintah. Sama halnya dengan anak pada umumnya, perlindungan dan pemenuhan hak juga 

diperlukan oleh anak yang menjalani masa pidana. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 

Tentang Sistem Pemasyarakatan memberikan istilah anak binaan kepada anak yang telah 

berumur 14 (empat belas) tahun, tetapi bellum be lrumur 18 (de llapan bellas) tahun yang se ldang 

melnjalani pidana di Lelmbaga Pe lmbinaan Khusus Anak (LPKA). Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2012 Te lntang Sistelm Pelradilan Pidana Anak Pasal 3 Huruf (e l) melngamanatkan bahwa” 

“Se ltiap Anak dalam prose ls pelradilan pidana be lrhak be lbas dari pe lnyiksaan, pelnghukuman atau 

pe lrlakuan lain yang keljam, tidak manusiawi, se lrta melrelndahkan delrajat dan martabatnya”. 

Se llanjutnya telntang hak-hak anak binaan, Pasal 22 UU Tahun 2022 Te lntang Pelmasyakaratan 

melnyelbutkan hak telrselbut melliputi: 

“a. melnjalankan ibadah selsuai delngan agama atau kelpelrcayaannya; b. melndapatkan 

pe lrawatan, baik jasmani maupun rohani; c. melndapatkan pelndidikan, pe lngajaran, dan 

ke lgiatan relkrelasional, selrta ke lse lmpatan melngelmbangkan potelnsi delngan 

melmpelrhatikan kelbutuhan tumbuh kelmbangnya; d. melndapatkan pellayanan kelselhatan 

dan makanan yang layak selsuai delngan ke lbutuhan gizi; el. melndapatkan layanan 

informasi; f. melndapatkan pelnyuluhan hukum dan bantuan hukum; g. melnyampaikan 

pe lngaduan danf atau kelluhan; h. melndapatkan bahan bacaan dan melngikuti siaran 

meldia massa yang tidak dilarang; i. melndapatkan pelrlakuan selcara manusiawi dan 

dilindungi dari tindakan pelnyiksaan, elksploitasi, pelmbiaran, kelkelrasan, dan selgala 

tindakan yang melmbahayakan fisik dan me lntal; j melndapatkan pellayanan sosial; dan k. 

melnelrima atau melnolak kunjungan dari kelluarga, pelndamping, advokat, dan 

masyarakat”. 

Se llain hak-hak dasar, telrdapat juga hak khusus yang diatur dalam Pasal 13. Diselbut selbagai 

hak khusus kare lna hak-hak telrselbut akan didapatkan apabila anak binaan tellah me lmelnuhi 

be lbelrapa pelrsyaratan. Hak khusus telrselbut melliputi: (a) pe lngurangan masa pidana; (b) 

asimilasi; (c) cuti melngunjungi atau dikunjungi kelluarga; (d) cuti belrsyarat; (el) cuti me lnjellang 

be lbas; (f) pelmbelbasan belrsyarat; dan (g). hak lain selsuai delngan keltelntuan pelraturan 



pe lrundang-undangan. Untuk melmpelrolelh hak ini, anak binaan di dalam masa pidana harus 

melnunjukkan kellakuan baik. Di samping itu, anak binaan juga wajib melngikuti program 

pe lmbinaan yang disellelnggarakan LPKA se lcara aktif. Ke ldua tahapan telrselbut akan me lnjadi 

bahan bagi LPKA untuk melnurunkan tingkat risiko anak binaan yang selkaligus melnjadi 

pe lrsyaratan keltiga. Indonelsia tellah be lralih dari sistelm pelnjara melnjadi sistelm 

pe lmasyarakatan. Gunadi dan Oci (2020: 1-2) me lnyatakan bahwa pelmasyarakatan adalah 

tujuan pelmidanaan di Indonelsia, yaitu suatu sistelm yang sellain melnimbulkan elfelk jelra agar 

be lrtobat, juga melndidik narapidana agar melnjadi masyarakat yang belrguna. Sellanjutnya 

pe lmbelrian hak-hak bagi anak binaan dipahami selbagai bukti nyata bahwa nelgara hadir dalam 

mellindungi se ltiap rakyat Indonelsia, dalam hal ini mellalui LPKA ke lpada anak binaan. 

Pe lmbinaan dan pelmbimbingan bagi anak binaan juga melnjadi salah satu tolak ukur bahwa 

ne lgara masih belrharap selluruh rakyatnya melnjadi sumbelr daya bangsa yang kellak suatu saat 

dapat melmbangun nelgara Indonelsia (Asmawati, 2022: 2). 

Salah satu hak bagi anak binaan adalah hak asimilasi. Soelrjono Soe lkanto (dalam Andi, 

2023: 47) melmbelrikan pandangan me lngelnai asimilasi, diselbutkan bahwa asimilasi 

melrupakan suatu prosels sosial yang ditandai delngan upaya untuk melmbiaskan pe lrbeldaan 

antara orang pelrorangan atau kellompok-ke llompok manusia dan juga me lliputi usaha-usaha 

melmpelrtinggi ke lsatuan tindak, sikap dan prose ls-prosels melntal delngan melmpe lrhatikan 

ke lpelntingan-kelpelntingan dan tujuan-tujuan be lrsama. Belbelrapa faktor yang dapat melndukung 

prose ls asimilasi yaitu adanya tolelransi te lrhadap kellompok manusia atau golongan yang 

be lrbelda delngan golongan lain akan melnimbulkan suatu komunikasi yang melnjadi awal dari 

pe lrbauran. Keldua, adanya kelselmpatan yang se limbang di bidang elkonomi pada golongan 

masyarakat yang melmiliki latar bellakang be lrbelda dapat melmpelrcelpat prosels asimilasi. 

Ke ltiga, munculnya sikap saling melnghargai antar selsama masyarakat binaan yang bisa 

melnelrima kelkurangan dan kellelbihan di antara melrelka. Faktor sellanjutnya yaitu telrdapat sikap 

telrbuka dari pelnguasa yang melmbelrikan ke lselmpatan kelpada golongan minoritas. Kelmudian, 

adanya rasa pelrsamaan budaya yang dapat melnimbulkan rasa tolelransi yang sangat kuat dan 

dapat melnghilangkan prasangka-prasangka antar golongan. Nilai tolelransi melmelgang pelranan 

pe lnting dalam ke lbelrhasilan prose ls asimilasi. Tole lransi be lrtolak pada adanya ke lse lmpatan yang 

dibuka olelh masyarakat satu kelpada subjelk atau masyarakat lainnya untuk melnghadirkan 

elksistelnsinya. Sellanjutnya akan dimunculkan intelraksi dan komunikasi yang melrupakan prosels 

pelmbauran. 

Pe lnjellasan UU Nomor 22 Tahun 2022 Pasal 13 Huruf b me lnyatakan bahwa: “yang 

dimaksud delngan “asimilasi” adalah program relintelgrasi Anak binaan yang dilaksanakan 



de lngan melmbaurkan anak binaan delngan ke lhidupan masyarakat”. Asimilasi di dalam ilmu 

pe lmasyarakatan dipahami selbagai prosels pe lmbinaan narapidana atau anak binaan yang 

dilakukan di luar lapas, rutan, atau LPKA dalam be lntuk kelgiatan pelndidikan, latihan 

ke ltelrampilan, bakti sosial, dan olah raga de lngan belrintelraksi de lngan masyarakat luar. Me llalui 

asimilasi anak binaan dibelrikan pe lmbinaan keltelrampilan dan pe lndidikan guna 

melmpelrsiapkan diri untuk kelmbali mellanjutkan elksiste lnsi di telngah masyarakat. Di samping 

itu, telrdapat nilai-nilai yang dipelrolelh atau ditumbuhkan kelmbali. Mustar dkk (2020: 76) 

melnyatakan bahwa: “Nilai melnjadi kelbiasaan yang mellelkat di masyarakat suatu wilayah. 

Nilai ini belrkelmbang seliring de lngan dinamika kelhidupan dan kelselpakatan. Nilai melnjellma 

melnjadi pelraturan sosial”. Sifat nilai yang dinamis dan belrkelmbang melngharuskan 

narapidana atau anak binaan yang tellah be lrbulan-bulan bahkan belrtahun-tahun telrpisah dari 

masyarakat luas untuk melnjalani prosels adaptasi kelmbali telrhadap nilai-nilai telrse lbut. 

Istilah asimilasi mulai selring dipelrbincangkan pada saat pandelmi covid 19. 

Dike lluarkannya Ke lputusan Me lntelri Hukum dan HAM RI No.M.HH-19 PK.01.04.04 Tahun 

2020, telntang Pelngelluaran dan Pelmbelbasan Narapidana Dan Anak Mellalui Asimilasi Dan 

Intelgrasi Dalam Rangka Pelnce lgahan Dan Pelnaggulangan Pelnyelbaran Covid 19 melnjadi 

landasan hukum untuk pellaksanaan asimilasi di rumah atau yang dikelnal delngan istilah 

“asirum”. Asimilasi rumah dilaksanakan de lngan maksud untuk melngurangi risiko pelnye lbaran 

virus covid 19 yang diakibatkan kondisi ove lr capacity dari lapas, rutan, dan LPKA. Di luar dari 

pe llaksanaan asirum pada masa pandelmi, hak khusus lainnya bagi narapidana atau anak binaan, 

telrmasuk hak asimilasi non-asirum masih jarang dikeltahui olelh masyarakat. Belrita-belrita 

melngelnai lapas ovelr capacity, adanya pe lreldaran gellap narkoba, diskriminasi, dan 

pe lnganiayaan selmakin melnutup pandangan masyarakat melngelnai sisi positif pe lmasyarakatan. 

Se lpelrti belrita yang dirilis pada tanggal 23 Juli 2022 olelh deltik.com, yang belrjudul “Napi Anak 

Telwas Dianiaya di Dalam Lapas, Kelpala LPKA Lampung Dicopot”, telntu melnjadi salah satu 

pe lnguat asumsi masyarakat melngelnai kondisi lapas Indonelsia yang keljam dan jauh dari nilai- 

nilai kelmanusiaan. Jika belrtolak kelmbali Undang-Undang Nomor 35 se lbagai landasan hukum 

pe lrlindungan anak dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 se lbagai landasan hukum 

pe lmasyarakatan selrta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 selbagai landasan sistelm 

pe lradilan pidana anak telntu pelrlakuan-pelrlakuan dapat dikatakan tidak selsuai. Relgulasi yang 

jellas dan telrawasi dipelrlukan dalam upaya pe lmelnuhan dan pelrlindungan hak-hak anak binaan. 

Be lrdasarkan pelrmasalahan di atas, pelnulis telrtarik untuk melngeltahui lelbih dalam 

melngelnai implelmelntasi hak asimilasi, khususnya hak asimilasi non-asirum bagi anak yang 

melnjalani pidana di LPKA. LPKA Ke llas II Karangase lm melrupakan satu-satunya LPKA yang 



be lrada di Provinsi Bali yang melnjadi telmpat melnjalani pelmbinaan bagi anak yang telrjelrat 

vonis kurungan atau pelnjara. Olelh kare lna itu, dilaksanakan pelnellitian delngan judul: 

“Implelmelntasi Hak Asimilasi Pidana Anak di Lelmbaga Pe lmbinaan Khusus Anak Ke llas II 

Karangaselm”. 

 

 

B. Rumusan Masalah 

Be lrdasarkan uraian latar bellakang di atas, maka dalam pelnellitian ini dapat dirumuskan 

pe lrmasalahan selbagai be lrikut. 

1. Bagaimana implelmelntasi hak asimilasi bagi anak binaan di Lelmbaga Pe lmbinaan 

Khusus Anak Ke llas II Karangaselm? 

2. Apa saja faktor pelnghambat dalam implelmelntasi hak asimilasi bagi anak binaan di 

Lelmbaga Pelmbinaan Khusus Anak Ke llas II Karangaselm? 

 

 

C. Meltodel 

 

Me ltodel pelnellitian melrupakan cara ilmiah untuk melndapatkan data/informasi 

se lbagaimana adanya dan bukan selbagaimana selharusnya, delngan tujuan dan ke lgunaan 

telrtelntu (Hardani, 2020: 242). Jelnis pelne llitian dalam pelne llitian ini yaitu hukum e lmpiris. 

Muhaimin (2020:83) melngelmukakan bahwa pe lnellitian hukum e lmpiris melrupakan pe lnellitian 

hukum yang melnganalisis implelmelntasi hukum dalam kelnyataannya telrhadap individu, 

ke llompok, masyarakat, lelmbaga hukum dalam masyarakat delngan melnitikbelratkan pada 

pe lrilaku individu atau masyarakat, organisasi atau lelmbaga hukum dalam kaitannya de lngan 

pe lnelrapan atau belrlakunya hukum. Pe lnellitian ini melngkaji implelmelntasi pe lraturan 

pe lrundang-undangan yang melngatur pelmbelrian hak asimilasi bagi anak yang melnjalani 

pidana 

Pe lndelkatan yang digunakan dalam pelne llitian ini yaitu sosiologi hukum dan 

pe lndelkatan pelrundang-undangan. Muhaimin (2020: 87) melnyatakan bahwa pelnde lkatan 

sosiologi hukum digunakan untuk me llihat bagaimana relaksi dan intelraksi yang te lrjadi ke ltika 

norma ditelrapkan di dalam masyarakat. Dalam pelnellitian ini, pelndelkatan sosiologi hukum 

ditelrapkan dalam melngkaji hak asimilasi yang diimplelmelntasikan bagi anak binaan di LPKA 

Ke llas II Karangaselm. Seldangkan pelnde lkatan pelrundang-undangan melrupakan suatu 

pe lndelkatan delngan melnellaah relgulasi se lsuai delngan isu atau masalah yang ditelliti 

(Muhaimin, 2020: 66). Pelndelkatan ini digunakan untuk melnellaah relgulasi yang melngatur hak 



asimilasi bagi anak binaan di LPKA Ke llas II Karangaselm. 

Je lnis data yang digunakan untuk melngkaji pe lnellitian hukum elmpiris, yaitu data primelr 

dan data skundelr. Hardani (2020: 247) melnyatakan bahwa sumbelr data primelr melrupakan 

data yang dipelrolelh dari sumbelr utama. Data prime lr dalam pelnellitian ini dipelrolelh dari hasil 

wawancara informan yaitu peltugas LPKA Ke llas II Karangaselm melliputi kelpala selksi 

pe lmbinaan, kelpala se lksi pe lngawasan dan pe lnelgakkan disiplin (PPD), ke lpala subse lksi 

pe lndidikan dan bimkelmas, kelpala subselksi administrasi PPD, staf pe lngellola kelmandirian, 

se llanjutnya guru Sanggar Kelgiatan Be llajar (SKB) Kabupateln Karangaselm, dan pelrwakilan 

anak binaan. Di samping itu, data primelr juga dipelrolelh dari obselrvasi di lokasi pe lnellitian 

de lngan pelncatatan, pelmotreltan, dan pelrelkaman telntang situasi dan kondisi. Adapun data 

se lkundelr adalah data-data yang sudah telrdokumelntasi. Dalam pelnellitian ini, data skundelr 

dipelrolelh delngan telknik studi pustaka. Data yang digunakan melliputi pelraturan pelrundang- 

undangan yang melngatur pelrlindungan anak, sistelm pelmasyarakatan, dan sistelm pe lradilan 

pidana anak, laporan telrkait kelgiatan pe lmbinaan di LPKA Ke llas II Karangaselm, se lrta 

publikasi telrkait pellaksanaan asimilasi di LPKA Ke llas II Karangase lm. 

 

 

D. Hasil dan Pelmbahasan 

1. Imple lmelntasi Hak Asimilasi Bagi Anak Binaan di LPKA Ke llas II Karangaselm 

Suatu asimilasi ditandai olelh usaha-usaha melngurangi pelrbeldaan antara orang atau 

ke llompok. Untuk melngurangi pelrbeldaan itu, asimilasi melliputi usaha-usaha me lmpelrelrat 

ke lsatuan tindakan, sikap, dan pelrasaan delngan melmpelrhatikan kelpelntingan selrta tujuan 

be lrsama. Asimilasi melngarah kelpada melnipisnya pelrbeldaan yang ada dan melnggantikannya 

de lngan pelrsamaan pelmahaman, pikiran, dan pe lrilaku (Ritonga, 2017: 1). Melnipisnya batas 

pe lrbeldaan antar individu atau kellompok me lrupakan hasil yang diharapkan dari prose ls 

asimilasi. Dalam upaya ini telntu mellibatkan nilai tolelransi dari masing-masing pihak untuk 

melnelrima satu sama lain. Tidak telrellakkan bahwa di antara masing-masing individu atau 

ke llompok melmiliki stigma telrselndiri telrhadap lainnya. Stigma inilah ibarat telmbok pelmbatas 

yang harus dikikis dalam prosels asimilasi. 

Asimilasi bagi anak binaan dipahami selbagai fasilitasi wahana kelpada anak yang 

melnjalani masa pidana untuk pelrlahan-lahan belrintelraksi delngan masyarakat luar selcara fisik 

maupun nilai-nilai yang selbellumnya pelrnah melre lka kelnal, bahkan nilai baru yang se ldang 

tumbuh di dalam masyarakat. Asimilasi selring didelngungkan dan didelngar pada masa pandelmi 

covid 19. Selbagian masyarakat melngasumsikannya selbagai pelmbelbasan narapidana untuk 



melngurangi isian dari lapas, rutan, dan LPKA. Dite lrbitkannya Pelraturan Melnte lri Hukum dan 

HAM No. 10 Tahun 2020, telntang Syarat Pelmbelrian Asimilasi dan Hak Intelgrasi Bagi 

Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pe lncelgahan Dan Pelnanggulangan Pelnyelbaran Covid 19, 

Ke lputusan Melntelri Hukum dan HAM RI No.M.HH-19 PK.01.04.04 Tahun 2020 Telntang 

Pe lngelluaran dan Pelmbelbasan Narapidana Dan Anak Me llalui Asimilasi Dan Intelgrasi Dalam 

Rangka Pelncelgahan Dan Pelnaggulangan Pe lnyelbaran Covid 19, dan Surat ELdaran Direlktur 

Je lndelral Pelmasyarakatan Nomor : PAS-497.PK.0104,04 Tahun 2020 te lntang Pelngelluaran dan 

Pe lmbelbasan Narapidana dan Anak Me llalui Asimilasi dan Intelgrasi melnjadi landasan hukum 

dalam pelngimplelmelntasian hak asimilasi yang dike lnal delngan istilah asimilasi rumah (asirum). 

Se llama belrlakunya pelraturan telrselbut, di LPKA Ke llas II Karangaselm telrdapat 45 orang anak 

yang melnelrima dan melnjalani asirum delngan se lbaran selbagai belrikut. 

Tabe ll 4.1 Jumlah Anak Binaan yang Me lmpe lrolelh Asirum 
 

No. Tahun Jumlah Anak Me lmpe lrole lh Asirum 

1. 2020 24 orang 

2. 2021 10 orang 

3. 2022 12 orang 

4. 2023 1 orang 

Sumbe lr: Laporan Pe llaksanaan Asimilasi Rumah LPKA Ke llas II Karangase lm Tahun 2020- 

2023 

Situmelang (2020: 13) melnyatakan bahwa: “Ske lnario relintelgrasi dan asimilasi di telngah 

pandelmi melrupakan relkomelndasi dari organisasi intelrnasional, selpelrti Pe lrselrikatan Bangsa- 

Bangsa (PBB), Uniteld Nations Officel on Drig and Crimel (UNODC), dan Uniteld Nations 

Childreln Fund (UNICE LF)”. Dapat dipahami bahwa asirum tidak melnghelndaki anak binaan 

dibelbaskan belgitu saja, namun telrjadi prose ls pelmbinaan dan pelngawasan yang dise lrahkan 

ke lpada kelluarga delngan dukungan dari pelrangkat delsa telmpat anak binaan tinggal. 

Hak asimilasi bagi anak binaan seljatinya tellah diatur selbellum Indonelsia melnghadapi 

pandelmi. Syarat dan tata cara pellaksanaan hak warga binaan pelmasyarakatan telrmasuk anak 

binaan dimuat dalam Pe lraturan Pelmelrintah Relpublik Indonelsia Nomor 28 Tahun 2006 Telntang 

Pe lrubahan Atas Pe lraturan Pe lmelrintah Nomor 32 Tahun 1999 Te lntang Syarat Dan Tata Cara 

Pe llaksanaan Hak Warga Binaan Pelmasyarakatan (Sulistiyatna, 2021: 58). Sellanjutnya 

keltelntuannya diatur dalam Pelrmelnkumham Nomor 3 Tahun 2018 telntang Syarat Dan Tata Cara 

Pe lmbelrian Relmisi, Asimilasi, Cuti Melngunjungi Kelluarga, Pelmbelbasan Belrsyarat, Cuti 

Me lnjellang Belbas Dan Cuti Belrsyarat. Pasal 48 melnyelbutkan bahwa: 



“(1) Asimilasi dapat dibelrikan kelpada Anak. (2) Anak yang dapat dibelrikan Asimilasi 

se lbagaimana dimaksud pada ayat (1) harus me lme lnuhi syarat: a. belrkellakuan baik yang 

dibuktikan delngan tidak seldang melnjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 3 (tiga) 

bulan telrakhir; b. aktif melngikuti program pelmbinaan delngan baik; dan c. tellah 

melnjalani masa pidana paling singkat 3 (tiga) bulan”. 

 

Adanya syarat dan tata cara telrselbut, melnunjukkan bahwa hak asimilasi tidak selrta melrta dapat 

ditelrima olelh anak binaan. LPKA se lbagai telmpat pelmbinaan melnitikbelratkan pada adanya 

pe lrubahan pelrilaku anak binaan melnjadi le lbih baik. Kasi PPD LPKA Ke llas II Karangase lm, I 

Putu Astrawan (wawancara 10 Novelmbelr 2023) melngungkapkan bahwa poin-poin yang dapat 

dijadikan indikator anak yang pantas melndapat asimilasi dari sudut pandang pelrilaku, yaitu 

catatan pellanggaran tata telrtib, pelngamatan dan pelncatatan wali pelmasyarakatan, pelnilaian 

ase lsor pelmasyarakatan, se lrta catatan kelgiatan pelmbinaan. 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Te lntang Sistelm Pelradilan Pidana Anak Pasal 

85 Ayat (3) melnyelbutkan bahwa: “LPKA wajib melnyellelnggarakan pelndidikan, pe llatihan 

ke ltelrampilan, pelmbinaan, dan pelmelnuhan hak lain selsuai delngan ke ltelntuan pe lraturan 

pe lrundang-undangan”. Belrdasarkan wawancara delngan Kasi Pe lmbinaan, Nova Puspa Adi (10 

Nove lmbelr 2023), disampaikan bahwa LPKA Ke llas II Karangaselm melrupakan satu-satunya 

unit pellaksana telknis pelmasyarakatan khusus anak yang telrdapat di Provinsi Bali. De lngan 

kapasitas 34 orang, pelr tanggal 10 Novelmbelr 2023 LPKA Kellas II Karangaselm dihuni olelh 

38 orang anak binaan. Se lbagai telmpat pe lmbinaan, LPKA Ke llas II Karangase lm melmiliki 

program pelndidikan kelseltaraan yang belke lrja sama delngan Sanggar Kelgiatan Bellajar (SKB) 

Kabupateln Karangaselm. Program ini belrtujuan untuk melnjamin anak binaan te ltap melndapat 

hak pe lndidikan dan mellanjutkan pelndidikan formalnya. LPKA Ke llas II Karangase lm juga 

melmfasilitasi pelnge lmbangan keltelrampilan anak binaan delngan program keltelrampilan las, 

melsin AC, dan pelrikanan. LPKA Ke llas II Karangaselm melmiliki kolam sarana asimilasi dan 

e ldukasi (SAE L) selbagai meldia bellajar keltelrampilan budidaya ikan nila. Sellanjutnya telrdapat 

program relkre lasi yang belkelrja sama delngan yayasan pelmelrhati anak, selrta program ngayah 

celria. Program pelndidikan dan program keltelrampilan tidak selkadar melmbelrikan ilmu 

pe lngeltahuan dan ke ltelrampilan, teltapi juga telrdapat e lse lnsi nilai tata krama, gotong royong, 

tolelransi, dan keldisiplinan di dalamnya. Nilai-nilai telrselbut melrupakan belkal bagi anak binaan 

untuk melnjalani program asimilasi. 

Be lntuk program LPKA Ke llas II Karangase lm yang melrupakan pelmelnuhan hak 

asimilasi melliputi kelgiatan pe lndidikan di SKB Karangase lm, kelgiatan relkre lasi di luar LPKA, 

ke lgiatan keltelrampilan budidaya ikan nila dan program ngayah celria. Ke lgiatan pelndidikan bagi 



anak binaan di LPKA Ke llas II Karangaselm se lsuai delngan amanat Undang-Undang Nomor 35 

Tahun 2014 Telntang Pelrlindungan Anak Pasal 64 Huruf (n) yang me lnyatakan bahwa: “Anak 

ye lng belrhadapan delngan hukum belrhak te lrhadap pelmbelrian pelndidikan”. Jadi hak atas aksels 

pe lndidikan wajib didapatkan bagi anak walaupun seldang belrada di dalam LPKA. Ge llgell 

(wawancara 11 Novelmbelr 2023) melngelmukakan bahwa di LPKA Ke llas II Karangaselm 

telrdapat 3 orang anak binaan yang melngikuti keljar pakelt B dan 7 orang yang melngikuti keljar 

pakelt C. Pe lnyampaian matelri dilaksanakan di ruang pe lndidikan LPKA ole lh guru-guru SKB. 

Se lmelntara untuk pellaksanaan aselsmeln ujian belrbasis komputelr (UNBK), ujian telngah 

se lmelstelr, ujian se lmelstelr, dan ujian kellulusan dilaksanakan di SKB Karangase lm belrsama-sama 

de lngan siswa lainnya. Dalam program ini telrlihat adanya intelraksi antara anak binaan de lngan 

guru dan siswa SKB. Anak binaan dibelrikan kelselmpatan untuk melrasakan kelmbali rasanya 

be llajar, belrkomunikasi, dan belrmain di dalam ruang lingkup kellas. Se llain dipelrolelhnya ilmu 

pe lngeltahuan, intelraksi ini juga kelselmpatan bagi anak binaan untuk melmbangkitkan ke lmbali 

rasa pelrcaya diri dalam belrkomunikasi dan melngelmukakan pandangan. 

Program keldua yaitu pellaksanaan relkrelasi di luar LPKA delngan mellibatkan yayasan 

pe lmelrhati anak. Pada tahun 2023, LPKA Ke llas II Karangaselm tellah melnjalin ke lrja sama 

de lngan lima yayasan, yang melliputi Yayasan Bangsa-Bangsa Se ljahte lra, Yayasan Ge lrasa, 

Yayasan Gelnta Satria, Yayasan Dua Hati dan Yayasan Savel Gelnelration Indonelsia (Wardani, 

wawancara 11 Novelmbelr 2023). Melngutip dari laporan pellaksanaan kelgiatan relkre lasi dan 

pe lngamatan telrhadap konteln yang diunggah meldia sosial LPKA Ke llas II Karangase lm, pada 

Tahun 2023 tellah diadakan kelgiatan relkre lasi di luar LPKA se lbanyak lima kali. Adapun 

ke lgiatan yang tellah dilaksanakan melliputi: (1) relnang belrsama Yayasan Gelrasa di Objelk 

Wisata La Grandel yang disellelnggarakan pada tanggal 26 Januari 2023; (2) latihan futsal 

be lrsama anak-anak dari Yayasan Ge lnta Satria pada tanggal 3 Mare lt 2023; (3) melngikuti 

turnameln futsal yang disellelnggarakan Yayasan Bangsa-Bangsa Seljahtelra belrsama tim-tim 

futsal luar pada tanggal 19 Juli 2023; (4) melngisi acara musik pada pelringatan HUT SMAN 1 

Be lbandelm pada tanggal 20 Oktobelr 2023; dan (5) melngikuti turnameln futsal yang 

dise llelnggarakan Yayasan Bangsa-Bangsa Se ljahtelra belrsama tim-tim futsal luar pada tanggal 

27 Oktobelr 2023. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Telntang Pelrlindungan Anak Pasal 

64 Huruf (d) me lnjadi landasan bagi pe lmbelrian kelgiatan relkrelasional bagi anak yang 

be lrhadapan de lngan hukum (anak binaan). Se ljalan delngan itu, Pasal 12 Huruf (c) Undang- 

Undang Nomor 22 Tahun 2022 melngatur bahwa hak relkrelasional melrupakan salah satu hak 

bagi anak binaan. Melnellaah pelnjellasan pasal telrselbut, yang dimaksud selbagai relkre lasional 

bagi anak binaan yaitu: “kelgiatan latihan fisik belbas selhari-hari di udara telrbuka dan Anak 



harus melmiliki waktu tambahan untuk kelgiatan hiburan harian, kelselnian, atau 

melngelmbangkan keltelrampilan”. Sellanjutnya Mahmud dkk (2021: 13) me lngungkapkan bahwa 

pe lmbelrian relkrelasi melnjadi sangat pelnting bagi anak yang me lnjalani pidana kare lna melrelka 

se ldang belrada di usia transisi dan melmiliki elmosi yang kurang stabil. Belrdasarkan obse lrvasi 

lapangan, LPKA Ke llas II Karangaselm tellah melnyeldiakan sarana olahraga selpelrti ruang gym, 

lapangan futsal, dan melja pingpong, selrta fasilitas belrmain musik. Rizal, anak binaan LPKA 

Karangaselm (wawancara 11 Nove lmbelr 2023) me lngungkapkan bahwa: “sarana di dalam LPKA 

walaupun sudah cukup namun te lrasa melmbosankan, olelh karelna itu relkrelasi di luar LPKA 

melnjadi program yang sangat melnarik”. Ke lgiatan relkrelasi di luar LPKA disamping mampu 

melngurangi kelpelnatan, juga melnjadi kelselmpatan bagi anak binaan untuk be lrintelraksi de lngan 

masyarakat luar. Mellalui kelgiatan ini dapat ditunjukkan pelngelksprelsian potelnsi diri yang 

dimikiki anak binaan. 

Program keltiga yaitu kelgiatan keltelrampilan budidaya ikan nila. LPKA Kellas II 

Karangaselm melmiliki tiga kolam yang be lrada di luar LPKA, yang diselbut delngan kolam 

sarana asimilasi dan eldukasi (SAEL). Program ini mellibatkan peltugas dari Dinas Pe lrikanan 

Kabupateln Karangaselm selbagai instruktur bagi anak binaan. Adapun hasil dari budidaya akan 

dijual kelpada warga se lkitar (Wardani, wawancara 11 Nove lmbelr 2023). Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 85 Ayat (2) dan (3) melnyatakan bahwa: 

“(2) Anak selbagaimana dimaksud pada ayat (1) belrhak melmpelrolelh pelmbinaan, 

pe lmbimbingan, pelngawasan, pelndampingan, pe lndidikan dan pellatihan, se lrta hak lain 

se lsuai delngan keltelntuan pelraturan pe lrundang-undangan. (3) LPKA wajib 

melnyellelnggarakan pelndidikan, pellatihan ke ltelrampilan, pelmbinaan, dan pelme lnuhan hak 

lain selsuai delngan keltelntuan pelraturan pelrundang- undangan”. 

Me lnurut telori pe lmbinaan, pelmbinaan be lsar pelngaruhnya pada bagaimana melmodifikasi 

pe lmikiran dan pelrilaku pellanggar hukum se lhingga tujuan pelmidanaan tidak hanya be lrsifat 

de ltelrrelncel, teltapi juga melmbelrikan modifikasi kelpada pellanggar hukum agar dapat ditelrima 

ke lmbali di masyarakat (Syafira dkk, 2022: 106). Pe llatihan budidaya ikan nila di LPKA Ke llas 

II Karangaselm dilaksanakan de lngan pelmbinaan keltelrampilan bagi anak binaan yang akan 

dijadikan belkal saat kelmbali kel dalam masyarakat. Prose ls pelmbimbingan olelh peltugas dinas 

pe lrikanan melnunjukkan adanya pelnanaman nilai yang tidak selbatas melngelnai te lknis 

pe lrikanan, mellainkan juga nilai keldisiplinan, kelsabaran, dan keluleltan. 

Program kelelmpat yaitu ngayah celria. Ngayah celria melrupakan program asimilasi yang 

dise llelnggarakan olelh LPKA Ke llas II Karangaselm selbagai belntuk inovasi layanan bagi Anak 

binaan dan masyarakat. Nova (wawancara 10 Nove lmbelr 2023) melngungkapkan bahwa: “kata 

“ngayah” diambil dari istilah dalam Bahasa Bali yang belrarti belkelrja selcara belrgotong royong 



tanpa melngharapkan imbalan. Se lmelntara “celria” digunakan untuk melnggambarkan suasana 

bahagia dan pelnuh canda tawa”. Gotong royong dan ke ltulusikhlasan melrupakan dua poin yang 

ditelkankan LPKA Ke llas II Karangaselm bagi Anak binaan di dalam melnjalani program 

asimilasi. Ngayah celria dilaksanakan de lngan melngajak Anak binaan ke l lingkungan masyarakat 

se lpelrti banjar, pura, masjid, dan objelk wisata untuk mellaksanakan pelmbelrsihan lingkungan 

be lrsama-sama de lngan masyarakat seltelmpat. Belrdasarkan pelngamatan laporan kelgiatan dan 

konteln me ldia sosial LPKA Ke llas II Karangase lm, tellah dilaksanakan 14 (elmpat bellas) kali dari 

pe lrtama kali program ini diceltuskan pada tahun 2021, delngan rinician selbagai be lrikut. 

Tabe ll 4.2 Jumlah Kelgiatan Ngayah Ce lria pada Tahun 2021, 2022, dan 2023 (pe lr 10 

Nove lmbelr 2023) 

No. Tahun Jumlah Anak Me lmpe lrole lh Asirum 

1. 2021 6 kali 

2. 2021 4 kali 

3. 2022 4 kali 

Sumbe lr: laporan kelgiatan ngayah celria dan me ldia sosial LPKA Kellas II Karangaselm 

Ngayah celria dirasakan manfaatnya tidak hanya bagi Anak binaan, teltapi juga masyarakat. 

Nilai-nilai keltulusikhlasan dan gotong royong melrupakan nilai bangsa Indone lsia yang dipupuk 

dalam kelgiatan ini. Selhingga, Anak binaan me lmiliki rasa ikhlas melnjalani masa pelmbinaannya 

se lrta bellajar hidup belrsama selbagai makhluk sosial. 

Be lrdasarkan paparan telrselbut, dapat ditelgaskan bahwa hak asimilasi bagi Anak binaan 

di LPKA Ke llas II Karangaselm di samping dilaksanakan delngan pelmbelrian asimilasi rumah 

pada masa pandelmi covid 19, juga tellah diimplelmelntasikan dalam belntuk kelgiatan pe lndidikan 

di SKB Karangase lm, kelgiatan re lkrelasi di luar LPKA, ke lgiatan keltelrampilan budidaya ikan nila 

dan program ngayah celria. Program-program telrselbut melnjadi wahana bagi Anak binaan untuk 

melnimba nilai selpelrti nilai relligious karelna ngayah celria disellelnggarakan di telmpat-telmpat 

suci dan nilai sosial karelna dilaksanakan se lcara belrgotong royong delngan masyarakat 

seltelmpat. 

 

2. Faktor Pe lnghambat Implelmelntasi Hak Asimilasi Bagi Anak Binaan di LPKA Kelas II 

Karangasem 

Siste lm Pe lmasyarakatan Indonelsia melngatur adanya dua jelnis hak, yaitu hak umum dan 

hak khusus. Dalam hak khusus dipe lrlukan adanya pelmelnuhan syarat, baik syarat administratif 

maupun substantif. Trimiyati (2021: 876) melngungkapkan bahwa: “Narapidana yang dibelrikan 

asimilasi tellah mellalui tahap pe lnilaian pelrilaku, dimana melrelka tellah dinilai belrkellakuan baikk 

se lrta mau melngikuti program pelmbinaan dan tidak mellakukan tindak pellanggaran disiplin di 



Lelmbaga Pelmasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan Nelgara (Rutan)”. Ke ltelntuan 

pe lmbelrian hak asimilasi diatur dalam Pelrmelnkumham Nomor 3 Tahun 2018 telntang Syarat 

Dan Tata Cara Pe lmbelrian Re lmisi, Asimilasi, Cuti Me lngunjungi Kelluarga, Pe lmbelbasan 

Be lrsyarat, Cuti Me lnjellang Belbas Dan Cuti Belrsyarat. Pasal 48 Ayat (2) melnyelbutkan bahwa 

anak binaan yang dapat dibelrikan hak asimilasi harus mampu melnunjukkan pelrilaku baik yang 

dibuktikan delngan tidak seldang melnjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan 

telrakhir. Keldua, program-program pelmbinaan diikuti selcara aktif dan disiplin. Keltiga, anak 

binaan tellah melnjalani masa pidana paling singkat 3 (tiga) bulan. Belrdasarkan uraian telrselbut, 

Pe lrubahan pelrilaku dan pelran aktif dalam program pelmbinaan dipahami selbagai syarat 

substantif pelmbelrian hak asimilasi. Sellanjutnya, syarat administratif asimilasi telrtuang dalam 

Pasal 49 yang melnyelbutkan bahwa: 

Syarat pelmbelrian Asimilasi se lbagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dibuktikan delngan 

mellampirkan dokumeln: a. fotokopi kutipan putusan hakim dan belrita acara pellaksanaan 

putusan pelngadilan; b. laporan pelrkelmbangan pelmbinaan yang ditandatangani olelh 

Ke lpala LPKA; c. laporan pelnellitian kelmasyarakatan yang dibuat olelh Pelmbimbing 

Ke lmasyarakatan yang dikeltahui olelh Ke lpala Bapas; d. salinan relgistelr F dari Ke lpala 

LPKA; e l. salinan daftar pelrubahan dari Ke lpala LPKA; f. surat pe lrnyataan dari Anak 

tidak akan mellarikan diri dan tidak mellakukan pelrbuatan mellanggar hukum; dan g. 

surat jaminan ke lsanggupan dari pihak Ke lluarga, wali, Lelmbaga Sosial, instansi 

pe lmelrintah, instansi swasta, atau yayasan yang dikeltahui olelh lurah atau kelpala delsa 

atau nama lain yang melnyatakan: 1. Anak tidak akan mellarikan diri dan tidak 

mellakukan pelrbuatan mellanggar hukum; dan 2. melmbantu dalam melmbimbing dan 

melngawasi Anak sellama melngikuti program Asimilasi. 

Be lrdasarkan syarat-syarat telrselbut dike ltahui bahwa unsur-unsur yang me lnelntukan 

ke lbelrhasilan pe lmelnuhan asimilasi adalah anak binaan dan pe ltugas pe lmasyarakatan, se lrta unsur 

yang tidak dapat dikelsampingkan yaitu masyarakat. 

LPKA Ke llas II Karangaselm pelr tanggal 10 Nove lmbelr 2023 dihuni olelh 38 orang anak 

binaan, 32 orang di antaranya tellah melnjalani pidana lelbih dari tiga bulan. Ditinjau dari 

pe lrilaku, Astrawan (wawancara 10 Novelmbelr 2023) melnuturkan bahwa belrdasarkan catatan 

bidang pelngawasan dan pelnelgakkan disiplin telrdapat satu orang anak binaan yang tidak dapat 

melmpelrolelh hak asimilasi dikarelnakan tellah mellakukan pellanggaran tata telrtib selbanyak tiga 

kali. Selmelntara Nova (wawancara 10 Nove lmbelr 2023) me lnyampaikan bahwa dari se lgi 

ke lpatuhan melngikuti program pelmbinaan, selluruh anak binaan tellah aktif melngikuti 

pe lmbinaan, baik pelmbinaan spiritual selsuai agama masing-masing, pelmbinaan kelte lrampilan 

se lsuai minat dan bakat, selrta pelmbinaan yang diadakan pihak keltiga selpelrti yayasan, 

puske lsmas, kodim, BNN, damkar, dan BPBD. Anak binaan sellaku pelmilik hak pelrlu 

melnyadari bahwa asimilasi me lrupakan hak yang di dalam pelmelnuhannya telrdapat syarat- 



syarat yang harus dipatuhi. Asimilasi yang dipahami selbagai pelmbauran antara anak binaan 

de lngan masyarakat telntu melmiliki tingkat risiko yang tinggi. Olelh karelna itu, pelrilaku yang 

ditunjukkan olelh anak binaan melnjadi nilai vital yang dijadikan pelrtimbangan dalam 

melnelntukkan pantas atau tidaknya hak asimilasi itu dipelrolelh. 

Kompe ltelnsi dan intelgritas peltugas pelmasyarakat melnjadi faktor belrikutknya dari 

ke lbelrhasilan pelmelnuhan hak asimlasi. Pe ltugas belrpelran dalam melnelntukkan anak binaan 

mana saja yang dapat melmpelrolelh hak asimilasi. Kompeltelnsi peltugas dipelrlukan dalam 

pe lngellolaan dokumeln anak binaan selbagai pe lmelnuhan syarat administratif asimilasi dan dalam 

pe lnilaian pelrilaku selbagai pe lmelnuhan syarat substantif. Kompeltelnsi olelh ELnny (2019: 30) 

dinyatakan selbagai: “selgala selsuatu yang dimiliki olelh selselorang belrupa pelnge ltahuan 

ke ltelrampilan dan faktor-faktor intelrnal individu lainnya untuk dapat melngelrjakan se lsuatu 

pe lkelrjaan belrdasarkan pelngeltahuan dan ke ltrampilan yang dimiliki”. Se llanjutnya belrdasarkan 

wawancara delngan Kaur Kelpelgawaian, I Nyoman Sastrawan (10 Nove lmbelr 2023) dipelrolelh 

informasi bahwa LPKA Ke llas II Karangase lm melmiliki 49 orang peltugas pelmasyarakatan. 

Dalam prosels pelmbe lrian asimilasi, telrdapat satu orang pe ltugas yang melnduduki jabatan staff 

intelgrasi yang belrtugas untuk melnge llola be lrkas-belrkas anak binaan dalam rangka intelgrasi 

sosial. Disampaikan juga bahwa di LPKA Ke llas II Karangase lm bellum melmiliki peltugas yang 

melnduduki jabatan aselsor pelmasyarakatan. Pada saat ini, tugas aselsmeln dilaksanakan olelh 

pe ltugas pelnjaga tahanan yang dipelrbantukan untuk melnangani tugas aselsmeln. Dalam 

pe lnelntuan anak binaan yang tellah pantas melmpelrolelh asimilasi, disamping dipelrlukan adanya 

pe ltugas yang melngellola pelrsyaratan administratif, juga dipelrlukan aselsor pelmasyarakatan 

yang belrpelran selbagai pelnellaah nilai risiko dari seltiap anak binaan, untuk se llanjutnya 

diklasifikasikan apakah te lrmasuk dalam katelgori maximum selcurity, meldium selcurity, atau 

minimum se lcurity. Pelngklasifikasian telrselbut melmelrlukan data yang dipelrolelh dari kronologi 

tindak pidana anak binaan, wawancara melndalam delngan anak binaan te lrkait kelgiatan se lhari- 

hari di LPKA dan relncana masa delpannya, dan dari pelnilaian wali pelmasyarakatan. Wardani 

(wawancara 11 Novelme lbelr 2023) melngungkapkan bahwa di LPKA Ke llas II Karangase lm tellah 

ditelrbitkan surat kelputusan melngelnai pe lnelntuan wali pelmasyarakatan, dimana belbelrapa 

pe ltugas ditugaskan untuk melnjadi wali anak binaan sellama melnjalani pidana. Tugas wali 

telrselbut yaitu untuk melncatat pelrkelmbangan pelrilaku anak binaan dan belrpelran untuk 

melnyampaikan pandangan di sidang Tim Pelngamat Pelmasyarakatan (TPP) yang akan 

dijadikan pelrtimbangan putusan apakah anak telrselbut dapat me lmpelrolelh hak-hak khususnya 

atau tidak. Ge llgell (wawancara 11 Novelmbe lr 2023) melnelgaskan bahwa nampaknya tugas wali 

di LPKA Ke llas II Karangaselm bellum belrjalan selpelnuhnya, pelnelntuan anak binaan yang dapat 



ke lluar untuk melngikuti program asimilasi didasarkan pada pelngamatan pe lrilaku baik dalam 

pe lrgaulan dan dalam program pelmbinaan olelh Bidang Pelmbinaan dan Bidang PPD. 

Be lrdasarkan hasil wawancara dapat dikeltahui bahwa dalam pelmelnuhan hak asimilasi 

bagi anak binaan di LPKA Ke llas II Karangaselm bellum mellalui pelnilaian peltugas yang 

melnduduki jabatan aselsor pelmasyarakatan dan tidak melnggunakan pelncatatan wali 

pe lmasyarakatan selbagai bahan pelnilaiannya. Asimilasi selbagai program yang dilaksanakan di 

luar telmbok LPKA telntu me lmiliki tingkat risiko yang tinggi. Olelh kare lna itu, kompeltelnsi 

pe ltugas di dalam mellaksanakan pelnilaian te lrhadap anak binaan yang tellah melmelnuhi syarat 

baik administratif maupun substantif melrupakan kunci bagi aspelk kelamanan pellaksanaan 

asimilasi. Di samping itu, peltugas pe lmasyarakatan dituntut melmiliki intelgritas, artinya prose ls 

pe lnelntuan Anak binaan yang dapat melmpe lrolelh asimilasi telrbelbas dari adanya diskriminasi 

dan gratifikasi. 

Masyarakat melrupakan faktor pelnting dalam ke lbelrhasilan prosels asimilasi. Masyarakat 

melrupakan meldia bagi anak binaan untuk be lrintraksi dan belradaptasi kelmbali. Seltyawan dan 

E Lfelndi (2022: 13) melnyatakan bahwa manusia se lbagai subjelk dalam masyarakat me lmiliki dua 

hasrat yaitu kelinginan untuk melnjadi satu de lngan manusia lain di selkitarnya dan ke linginan 

untuk melnjadi satu delngan suasana alam selkellilingnya. Namun, pada kelnyataannya, anak 

binaan selbagai selorang te lrpidana masih dipandang olelh masyarakat selbagai pelnjahat yang 

pe lrlu dikucilkan dan dicurigai, walaupun me lre lka tellah melnjalani masa hukumannya. 

Anggapan telrselbut pada akhirnya melmpe lngaruhi sikap masyarakat untuk melnelrima anak 

binaan dalam suatu prosels asimilasi. Kasubsi administrasi PPD, ELdy (wawancara 13 Nove lmbelr 

2023) melngungkapkan bahwa: 

“Stigma yang tumbuh di masyarakat melnge lnai anak binaan LPKA Karangaselm tidak 

dapat delngan mudah kita kontrol selpelrti melngontrol anak binaan atau melngarahkan 

pe ltugas-peltugas di sini. Hal itu selpelrti sudah be lrjalan selcara natural karelna bagaimana 

pun juga anak yang masuk ke l dalam LPKA me lmang anak-anak yang te llah mellakukan 

pe llanggaran pidana. Untuk itu pelrlu kelsabaran dan kelsungguhan dalam melnunjukkan 

ke lpada masyarakat bahwa anak-anak ini te llah belrubah”. 

Se lnada delngan itu, Aprida, guru di SKB Karangaselm mellalui wawancara pada 13 Nove lmbelr 

2023 me lnyampaikan bahwa pada awalnya me lmang ada rasa takut saat dipelrintah tugas untuk 

melngajar anak binaan di LPKA Karangaselm. Namun, seltellah dilakoni dan belrusaha melmahami 

ke lmampuan melrelka, saat ini rasa takut itu sudah hilang. Latar bellakang selbagai pe llanggar 

hukum pidana melmang tidak bisa dilelpaskan dari anak binaan. Program-program pe lmbinaan 

di LPKA telntu tidak dapat melnghilangkan kelnyataan telrselbut. Namun, mellalui program itu 

anak binaan dapat melnyadari kelsalahannya dan melnata kelmbali masa delpannya delngan ilmu 



pe lngeltahuan dan keltelrampilan yang tellah dipellajari. Belkal inilah yang kelmudian ditunjukkan 

dalam prosels asimilasi untuk seldikit delmi se ldikit melngikis stigma nelgatif masyarakat. 

Be lrdasarkan uraian di atas, dapat ditelgaskan bahwa faktor pelnghambat dalam 

implelmelntasi hak asimilasi bagi anak binaan di Lelmbaga Pe lmbinaan Khusus Anak 

mellibatkan faktor anak binaan, peltugas pe lmasyarakatan, dan masyarakat. anak binaan 

melmelgang pelranan dalam melnunjukkan ke ltaatan diri telrhadap pelraturan di LPKA Ke llas II 

Karangaselm, selrta dituntut untuk aktif dalam program pelmbinaan. LPKA Ke llas II 

Karangaselm bellum melmiliki aselsor pelmasyarakatan yang belrpe lran untuk melme ltakan tingkat 

risiko anak binaan. Telrdapat wali pelmasyarakatan yang bellum mellaksanakan tugas se lcara 

optimal. Di samping itu, adanya stigma ne lgatif dari masyarakat telrhadap narapidana melnjadi 

telmbok pelmbatas telrjadinya asimilasi. 

E. Simpulan dan Saran 

Hak asimilasi bagi Anak binaan di LPKA Ke llas II Karangaselm di samping 

dilaksanakan delngan pelmbelrian asimilasi rumah pada masa pandelmi covid 19, juga tellah 

diimplelmelntasikan dalam belntuk ke lgiatan pelndidikan di SKB Karangaselm, kelgiatan relkrelasi 

di luar LPKA, ke lgiatan keltelrampilan budidaya ikan nila dan program ngayah celria. Program- 

program telrselbut melnjadi wahana bagi Anak binaan untuk melnimba nilai selpelrti nilai relligious 

karelna ngayah celria disellelnggarakan di telmpat-telmpat suci dan nilai sosial kare lna 

dilaksanakan selcara belrgotong royong delngan masyarakat seltelmpat. 

Faktor pe lnghambat dalam implelmelntasi hak asimilasi bagi anak binaan di Lelmbaga 

Pe lmbinaan Khusus Anak mellibatkan faktor anak binaan, peltugas pelmasyarakatan, dan 

masyarakat. Anak binaan melmelgang pelranan dalam melnunjukkan keltaatan diri telrhadap 

pe lraturan di LPKA Ke llas II Karangase lm, selrta dituntut untuk aktif dalam program 

pe lmbinaan. LPKA Ke llas II Karangase lm be llum melmiliki ase lsor pelmasyarakatan yang 

be lrpelran untuk melmeltakan tingkat risiko anak binaan. Telrdapat wali pelmasyarakatan yang 

be llum mellaksanakan tugas se lcara optimal. Di samping itu, adanya stigma ne lgatif dari 

masyarakat te lrhadap narapidana melnjadi te lmbok pelmbatas telrjadinya asimilasi. 

Adapun saran yang dapat disampaikan yaitu diharapkan adanya relgulasi dan 

pe lngawasan yang jellas dari pelmelrintah te lrhadap prosels pelmelnuhan hak asimilasi bagi anak 

binaan. Se llain itu, diharapkan pelran selrta masyarakat untuk melmbelri ruang ke lpada anak binaan 

dalam mellaksanakan prose ls asimilasi. 
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